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Pengelolaan kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapali
tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengelolaan kinerja diharapkan terciptanya budaya kerja yang profesional, efektif, efisien, dan
akuntabel untuk mengwujudkan visi dan misi organisasi. Pengelolaan kinerja lebih lanjut dipetakan ke dalam sasaran kegiatan (SK) dan

indikator kinerja utama (IKU) sebagai tolak ukur pencapaian keberhasilan kinerja.

Dalam rangka pengelolaan kinerja pendidikan kelautan dan perikanan, maka Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan menetapkan
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama melalui penandatangan Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025 antara Kepala
Pusat Pendidikan KP dengan Kepala BPPSDM maupun Perjanjian Kinerja level 3 antara Kepala Pusat Pendidikan KP dengan Kepala Satker

Pendidikan KP. Perjanjian kinerja tersebut merupakan acuan dalam pengukuran capaian kinerja pendidikan KP tahun 2025.

Sebagai instrumen dalam pengukuran kinerja tersebut, maka disusunlanh Manual IKU (Indikator Kinerja Utama) yaitu dokumen
penjelasan mengenai IKU yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut akan menjadi bahan

masukan dalam pelaksanaan kegiatan dan perencanaan kinerja tahun 2026.

Jakarta, 27 Januari 2025
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KU1
KEMENTERIAN ° . o KKP
PERIKANAN Peserta Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang 2025

Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja

Definisi Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun berjalan

Dunia Usaha Dunia Industri Dunia Kerja dan/atau tahun sebelumya dengan masa tunggu 9 (sembilan)
adalah kegiatan ekonomi yang adalah kegiatan ekonomi yang adalah aktivitas atau lingkungan bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan
dilakukan oleh Usaha Mikro, berkaitan dengan produksi yang berkaitan dengan pekerjaan/mengembongkon usahanya dan/atau terlibat dalam
Usaha Kecil, Usaha Menengah, barang atau jasa secara massal pelaksanaan tugas, pekerjaan, kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja.

dan Usaha Besar (UMKM dan menggunakan teknologi, mesin, atau profesi untuk mencapai

UB); dan tenaga kerja terorganisir; tujuan tertentu, baik secara

individu maupun organisasi

Peserta pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia
Industri atau Dunia Kerja

adalah indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan Pendidikan KP mampu mendapatkan
pekerjaan, merintis/mengembangkan usaha dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha,
industri dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dunia Usaha (SKDU) dari Kelurahan/Surat
Izin Usaha Mikro Kecil (IJUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat
keterangan bekerja/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok/foto produk, media
penjualan dan harga jual.

>
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SATUAN

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

Orang

- Outcome

Satuan Pendidikan KP

Akumulasi

Maximize

Bulanan

Output Tingkat
Kendali Rendah

Minimize

Triwulanan

Non Direct

Rata-rata -

Output Tingkat
Kendali Tinggi

Nilai Posisi Akhir

Stabilize

Semesteran

Tahunan

KKP
2025

Surat Penyampaian dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDMKP dengan melampirkan antara lain berupa: Surat Keterangan
Pelaku Usaha dari Kelurahan/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat

keterangan bekerja dari perusahaan/kartu pegawai/perjanjian kerja/foto produk, media penjualan dan harga jual.

Matrik Rekap Peserta Didik Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja

Nama Lulusan Satuan . Keterlibatan (Dunia Usaha/Dunia i
No Pendidikan Pendidikan No. ljazah Industri/Dunia Kerja) No HP Sektor KP/Non KP Link Data Dukung
MENY )
c/))BPPSOM iimre BerAKHLAK
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KELAUTAN DAN : : KKP
Matrik lulusan yang bekerja =023

Satuan | Dalam Negeri / Alamat Perusahaan

No Nama NIS/NIT Prodi / Proka - : Pekerjaan | Jabatan | Nama Perusahaan
Pendidikan Luar Negeri
Alamat | Kab/Kota | Prov | Negara
1
2
3
(sme B AKHLAK)
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KEMENTERIAN KKP
KELAUTAN DAN
PERIKANAN 20

Matrik merintisimengembangkan usaha

Alamat Usaha (Jika online
sebutkan alamat online dan _
i - : Nama Usaha / i Media Pemasaran Harga per Foto
No | Nama | NIS/NIT | Prodi / Proka | Satuan Pendidikan | Jenis Usaha Produk alamat produksi) (onlineloffline) Kemasanlkg | Produk
Alamat | Kab/Kota | Prov | Negara
1
2
3
(sme B AKHLAK)
e Ber
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KEMENTERIAN IKU 2 KKP

KELAUTAN DAN

PERIKANAN Jumlah lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan 2025
dan Perikanan

Definisi
Lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah peserta didik yang telah

menyelesaikan pendidikan di satuan pendidikan KP baik jenjang pendidikan tinggi maupun
menengah yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus/ijazah pada tahun berjalan.

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan

SATUAN Orang

' Output Tingkat Output Tingkat
TINGKAT VALIDITAS Outcome - Kengan Reg dah Kendali Tinggi
SUMBER DATA Satuan Pendidikan KP

POLARISASI

POLA PERHITUNGAN Akumulasi Rata-rata - Nilai Posisi Akhir

- Maximize Minimize Stabilize
PERIODE PELAPORAN Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
METODE CASCADING - Direct Non Direct
DATA DUKUNG Surat Penyampaian data lulusan satuan pendidikan dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala

BPPSDMKP dengan melampirkan Surat Keterangan lulus/ijazah lulusan tahun berjalan.,

>
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KEMENTERIAN

KKP

KELAUTAN DAN - - -
Matrik lulusan satuan pendidikan KP 225
No Nama Lulusan NIT / NIS Prodi/Proka Satuan Pendidikan Link ljazah
u >
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IKU 3

KEMENTERIAN . e . . KKP
PERIKANAN Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan 2025
yang kompeten

Definisi

Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah SDM yang dididik pada satuan pendidikan KP

Formula Pengukuran

dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Kompetensi peserta didik adalah kemampuan Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di
(pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses satuan pendidikan KP baik yang eksisting maupun yang tunda
pembelajaran.
SATUAN Orang
: Output Tingkat Output Tingkat
TINGKAT VALIDITAS Outcome - Kendali Rendah Kendali Tinggi
SUMBER DATA Satuan Pendidikan KP
POLA PERHITUNGAN Akumulasi Rata-rata - Nilai Posisi Akhir
POLARISASI - Maximize Minimize Stabilize
PERIODE PELAPORAN Bulanan Triwulanan - Semesteran Tahunan
METODE CASCADING (@) oirect Non Direct
DATA DUKUNG Surat Penyampaian data peserta didik dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDMKP dengan melampirkan:

- Data Peserta didik by name by address yang disahkan oleh Kepala Pusdik/Pimpinan Satuan Pendidikan baik yang
eksisting maupun yang ditunda

- Data hasil peningkatan kompetensi peserta didik (bisa berupa nilai ujian [sertifikat kompetensi/dIll) yang disahkan
oleh Pimpinan Satuan Pendidikan baik yang eksisting maupun yang ditunda

>
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN KKP
PERIKANAN - I 2025
Matrik Data Peserta Didik
: : Satuan : Link
No NIK NIT/NIS |Nama Lengkap Jemg Alamat Kab/Kota Prov | Prodi Asal-Usul [Prodi/PiAngkata Pendidik Kampus Tingkat/ Sertifikat,Nilai
Kelamin (APU/Umum)| roka n Induk | Kelas
an UTS/UAS, dll
e B AKHLAK)
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KEMENTERIAN KKP
KELAUTAN DAN
PERIKANAN 2025

IKU 4
Nilai PNBP satker lingkup Pusat Pendidikan KP

Definisi

* Nilai PNBP merupakan merupakan gambaran satuan kerja yang memperoleh manfaat langsung
maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh
negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat
di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan Form u Iq Peng u ku rq n
belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang
Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

+ Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP

Akumulasi jumlah PNBP Sektor KP yang
diperolen baik dari sumber daya alam,

pendapatan BLU maupun pendapatan dari

b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP sumber lainnya.
c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian
Kelautan dan Perikanan

d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Nilai PNBP Sektor KP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya + Nilait PNBP BLU

>
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PERIKANAN

SATUAN

TINGKAT VALIDITAS
SUMBER DATA
POLA PERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

©/5) BPPSDM

HELAUTAN DAN PERIKANAN

Rupiah Miliar
Output Tingkat Output Tingkat
Outcome - Kendali Rendah Kendali Tinggi

Satuan Pendidikan KP

Akumulasi Rata-rata - Nilai Posisi Akhir
- Maximize Minimize Stabilize

Bulanan Triwulanan Semesteran

- Direct Non Direct

Surat Penyampaian realisasi PNBP dan BLU dari Sekretariat BPPSDM

- Tahunan

MENUV

(TITUTE
A oNesH

KKP
2025

>
BerAKHLAK
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Definisi

IKU 5

KKP
2025

Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang disepakati

« Merupakan indikator yang menunjukkan usulan kerjasama baik dari Pusat Pendidikan KP maupun
satuan Pendidikan yang telah melalui proses telaah di internal Pusat Pendidikan KP dalam rangka

kegiatan tridharma.

« Kerjasama yang disepakati berpedoman pada Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

SATUAN

TINGKAT VALIDITAS
SUMBER DATA
POLA PERHITUNGAN

POLARISASI
PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

Dokumen kesepakatan

Output Tingkat

- Kendali Rendah

Outcome

Satuan Pendidikan KP

Akumulasi Rata-rata
- Maximize Minimize

Bulanan Triwulanan
- Direct Non Direct

Formula Pengukuran

Jumlah usulan kerjasama baik dari Pusat Pendidikan KP maupun
satuan Pendidikan yang disepakati di tahun berjalan.

Output Tingkat
Kendali Tinggi

- Nilai Posisi Akhir

Stabilize

Semesteran

- Tahunan

« Surat Penyampaian Matrik Capaian Kerja Sama yang disepakati yang ditujukan untuk Kepala BPPSDM KP

dari Kepala Pusat Pendidikan KP;

* Naskah perjanjian kerjasama yang disepakati kedua belah pihak yang mencakup Pendidikan, penelitian

dan pengabdian Masyarakat.

>
s e BerAKHLAK
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Matrik Kerja Sama yang disepakati

KKP
2025

No Unit Kerja Nomor Kerjasama Nama Kerjasama Penandatangan Tanggal ditandatangani Masa Berlaku
1
2
3
BPPSDM e BerAKHLAK
— o a0 0o %??ﬁ:wmm ety oot



KEMENTERIAN IKU 6 KKP

PERIKANAN Persentase tindak lanjut kerja sama lingkup Pusat 2025
Pendidikan KP yang telah disepakati

Definisi Formula Pengukuran

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti dibandingkan A= Jumlah kerja sama yang akan ditindaklanjuti
dengan jumlah kerjasama yang masih berlaku dan ditargetkan untuk ditindaklanjuti pada B= Jumlah total kerja sama yang masih berlaku
tahun berjalan. C = persentase kerja sama yang ditindaklanjuti

SATUAN %

: Output Tingkat
TINGKAT VALIDITAS Outcome Kenzqn Reﬂdqh

SUMBER DATA Pusat Pendidikan KP

POLA PERHITUNGAN Akumulasi Rata-rata -

Output Tingkat
Kendali Tinggi

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI - Maximize Minimize Stabilize

PERIODE PELAPORAN Bulanan Triwulanan Semesteran - Tahunan
METODE CASCADING Direct /) nonpirect

DATA DUKUNG 1. Surat Penyampaian Matrik Tindak Lanjut Kerjasama yang disepakati yang ditujukan untuk Kepala BPPSDM

KP dari Kepala Pusat Pendidikan KP;
2.Laporan tindak lanjut kerjasama

>
c/))BPPSOM e BerAKHLAK

erorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Matrik Kerjasama yang ditindaklanjuti

KKP
2025

No Unit Kerja Jumlah yang masih berlaku Jumlah yang ditindak lanjuti Persentase (%)
Total
BPPSDM o BerAKHLAK
— O a0 0o OSJEFWN%NEW ety oot



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Definisi

IKU 7/
Persentase lulusan satuan pendidikan yang B es

besertifikasi kompetensi

Formula Pengukuran

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah peserta didik A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan
tingkat akhir yang telah tersertifikasi kompetensinya dalam B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi
rangka persiapan bekerja di bidang Kelautan dan perikanan C = Persentase lulusan yang besertifikasi kompetensi
SATUAN %
Output Tingkat Output Tingkat
TINGKAT VALIDITAS outcome @ <--iai rencan Output Tingka
SUMBER DATA Satuan Pendidikan KP
POLA PERHITUNGAN Akumulasi Rata-rata - Nilai Posisi Akhir
POLARISASI - Maximize Minimize Stabilize
PERIODE PELAPORAN Bulanan Triwulanan Semesteran - Tahunan
METODE CASCADING - Direct Non Direct
DATA DUKUNG Surat Penyampaian dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDM KP dengan melampirkan :
1. Data lulusan satuan pendidikan pada tahun berjalan dibuktikan dengan daftar nama lampiran SK Kelulusan dan scan ljazah
2.Rekapitulasi Data lulusan yg memiliki sertifikat kompetensi pendamping ijazah yg diperoleh selama pendidikan (tingkat 1,2,3,4)
dibuktikan scan sertifikat kompetensi
3.Data yang disajikan (dokumen/matrik) 5
MENUN
e BerAKHLAK
@ O Beﬂgmsmgmm %?fui»’iﬂersrm e oy sas oo P



KEMENTERIAN KKP
KELAUTAN DAN
PERIKANAN 20

Matrik lulusan satuan pendidikan yang
besertifikasi kompetensi

. . : Satuan SERTIFIKAT YANG LINK SERTIFIKAT
No Nama NIS/NIT Jenis Kelamin |Prodi/ Proka Pendidikan Alamat Kab/Kota Prov DIMILIKI KOMPETENS|
1
2
3
(e B AKHLAK)
e Ber
@ o Bpme:sagm ﬁ??ﬁ!ﬁ%ﬂ by oo



IKU 8
KEMENTERIAN KKP

PERIKANAN, Persentase anak pelaku utama yang diterima 2025
sebagai peserta didik baru

Definisi

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah anak pelaoku utama yang

Formula Pengukuran

ditetapkan sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan kelautan A= kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama
dan perikanan berdasarkan kuota penerimaan peserta didik baru yang B= Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru
ditetapkan oleh Kepala BPPSDM C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%
SATUAN %
. Output Tingkat :

outcome . Output Tingkat
TINGKAT VALIDITAS € kendaiirendan Kendali Tnag
SUMBER DATA Satuan Pendidikan KP
POLA PERHITUNGAN Akumulasi Rata-rata - Nilai Posisi AKhir

PERIODE PELAPORAN Bulanan Triwulanan Semesteran - Tahunan

METODE CASCADING

Direct Non Direct

POLARISASI - Maximize Minimize Stabilize

DATA DUKUNG Surat penyampaian dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDM KP berisi matrik Capaian Persentase Anak
Pelaku Utama Yang Diterima Sebagai Peserta Didik Baru dengan melampirkan :
1. Pengumuman kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama ditandatangani oleh Kepala BPPSDM,;
2.Data Peserta Didik Baru yang berasal dari Anak Pelaku Utama Per Prodi/Proka yang ditandatangani oleh Kepala

>
(® o BPPSDM Satuan Pendidikan KP e meBerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompetel
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KEMENTERIAN KKP

KELAUTAN DAN Matrik Capaian Persen_tase Anak I_:>(=:Iaku Utama yang diterima s D=
sebagai Peserta Didik Baru (%)

No Satuan Pendidikan Kuota Awal Penerimaan Baru Persentase (%)
1
2
3
Total

Matrik Peserta Didik Baru yang berasal dari Anak Pelaku Utama Per Prodi/Proka
yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan KP

No NIK NIS/NIT Nama Jenis Kelamin |Prodi/ Proka| Satuan Pendidikan Alamat Kab/Kota Prov Asal Usul
1
2
3
(e B AKHLAK)
e Ber
C\ o B“p&“”e;BQ“m ﬁ?ﬁ!ﬂ%‘ Rarmants Coyel Ssart Kosatocant e



KU'9 KKP
PERIKANAN Persentase peserta didik yang mendukung program 2025
prioritas melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Definisi Formula Pengukuran

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah peserta didik A= Jumlah peserta didik yang mengikuti MBKM pada tahun berjalan

yang terlibat dalam Program Prioritas KKP melalui kegiatan MBKM semester 4 untuk Politeknik KP (D3) dan semester 6 untuk Politeknik AUP (D4)
B= Jumlah peserta didik yang melaksanakan MBKM pada lokasi program
prioritas KKP/BPPSDM pada tahun berjalan
C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%

SATUAN %
. Output Tingkat Output Tingkat
TINGKAT VALIDITAS Outcome € rencaiirendan Kendali Tinggi
SUMBER DATA Satuan Pendidikan KP
POLA PERHITUNGAN Akumulasi Rata-rata - Nilai Posisi Akhir
POLARISASI - Maximize Minimize Stabilize
PERIODE PELAPORAN Bulanan Triwulanan Semesteran - Tahunan
METODE CASCADING (@) oirect Non Direct
DATA DUKUNG 1. Data peserta didik yang mengikuti MBKM dan data peserta didik yang melaksanakan MBKM di lokasi Program Prioritas KKP/BPPSDM

2.Surat penempatan peserta didik MBKM di lokasi program prioritas KKP/BPPSDM dari kepala Pusat Pendidikan KP
3.Dokumen penyampaian data dari kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDM
4.Data yang disajikan (dokumen/matrik) ditandatangani Kepala Pusat Pendidikan KP

>
c/))BPPSDM o mre BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
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KEMENTERIAN KKP

KELAUTAN DAN . - . . - =

PERIKANAN Matrik peserta didik yang mengikuti MBKM dan peserta didik yang 2025
melaksanakan MBKM di lokasi Program Prioritas KKP

No Satuan Pendidikan KP Program Studi Progr%rigfkrliﬁrgﬁBKKKl\i yang Jumlah Taruna ﬁri‘;ﬂ?agﬂﬁiy Tarunaé\ﬂpi'é“glafogfam
1
2
3
TOTAL KESELURUHAN
TOTAL MBKM
>



KEMENTERIAN IKU ]O KKP
PERIKANAN 2025

Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Paket)

Definisi Formula Pengukuran

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah paket kajian pendidikan tinggi A= Paket kajian yang dilaksanakan secara terpusat
dalaom bentuk penelitian yang dilaksanakan secara terpusat dan oleh satuan B= Paket kajian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan
pendidikan KP C= Jumlah paket kajian yang dilaksanakan

SATUAN Paket
Output Tingkat

TINGKAT VALIDITAS | Outcome Kendali Rendah

Output Tingkat
Kendali Tinggi

SUMBER DATA Satuan Pendidikan KP
POLA PERHITUNGAN Akumulasi Rata-rata - Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

Maximize Minimize Stabilize

Bulanan Triwulanan Semesteran - Tahunan
METODE CASCADING - Direct Non Direct

PERIODE PELAPORAN

DATA DUKUNG 1. Laporan paket kajian (penelitian) yang dilaksanakan pada tahun berjalan yang ditandatangani pimpinan satuan
pendidikan dan rekap judul kajian (penelitian); atau
2.Kajian terpublikasi pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional, minimal SINTA 3

>
c/))BPPSDM aume BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kor
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. KEMENTERIAN
% KELAUTAN DAN
o PERIKANAN

Matrik Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan

KKP
2025

No Unit Kerja Judul Penelitian
1
2
3
BPPSDM e BerAKHLAK
o o a0 0o %??ﬁ:!»'ﬁwew ety oot



KEMENTERIAN KKP
KELAUTAN DAN
PERIKANAN 2025

IKU 11
Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan

Definisi

« Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan pengabdian
yang dilakukan dengan memberikan contoh langsung dan diuji cobakan oleh kelompok
pelaku usaha dan pelaku pendukung di sektor kelautan dan perikanan

- Kegiatan ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada kelompok pelaku usaha dan pelaku

Formula Pengukuran

pendukung. Dalam konteks kelautan dan perikanan, kegiatan pengabdian berfokus pada « Akumulasi jumlah kolompok masyarakat kelautan dan
pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan sektor kelautan serta perikanan perikanan Yelgle mendapatkan pendampingan
yang berkelanjutan peningkatan kompetensi oleh satuan pendidikan KP;

« Acuannya yaitu Keputusan Kepala BPPSDMKP Nomor 719 Tahun 2023 tenntang Petunjuk
Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terpusat pada Perguruan Tinggi
Vokasi Lingkup BPPSDMKP

« Tujuannya adalah untuk mendiseminasikan dan mengajarkan teknologi, metode, atau
praktik yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan dalam kegiatan perikanan dan
pengelolaan sumber daya laut

dan atau

- Kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung yang
menerapkan hasil Pengabdian Pendidikan tinggi
kelautan dan perikanan yang diterapkan

>
c/)) BPPSDM i BerAKHLAK

er si Pelayanan Akuntabel Ko
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SATUAN
TINGKAT VALIDITAS
SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN
POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

=/5) BPPSDM

HELAUTAN DAN PERIKANAN

KKP
2025

Output Tingkat

Output Tingkat
Kendali Rendah

Kendali Tinggi

Outcome

Satuan Pendidikan KP

Akumulasi Rata-rata - Nilai Posisi Akhir

- Maximize Minimize Stabilize
Bulanan Triwulanan Semesteran - Tahunan

- Direct Non Direct

1. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat KP yang ditandatangani oleh pimpinan satuan pendidikan KP; dan atau
2.Laporan kegiatan yang menunjukkan aktivitas kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung yang mengadopsi hasil
pengabdian Pendidikan tinggi KP.

>
e BerAKHLAK

Al |
oF INDONESIA  cerorientasipoleyenen skuniave co



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN

KKP
2025

PERIKANAN Matrik Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
No Unit Kerja Nama Kelompok Masyarakat Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Adopsi/belum
1
2
3
V >



KEMENTERIAN |KU ]2 KKP
PERIKANAN 2025

Tenaga Pendidik Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi

Definisi Formula Pengukuran

« Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan
sertifikasi profesi dan/atau yang ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan pelatihan
teknis sesuai program studi/keahlian untuk mendukung proses pembelajaran.

- Tenaga Pendidik adalah dosen/guru dan tenaga pendukung pendidikan seperti laboran,
teknisi tambak, teknisi hatchery, dll yang mendukung proses pembelajaran

Akumulasi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang
mendapatkan sertifikat profesi dan/atau sertifikat
peningkatan kompetensi

SATUAN Orang

TINGKAT VALIDITAS " outcome & output ingkat. o g
SUMBER DATA Satuan Pendidikan KP

POLA PERHITUNGAN Akumulasi Rata-rata - Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

Maximize Minimize Stabilize

Bulanan Triwulanan Semesteran - Tahunan
METODE CASCADING - Direct Non Direct

PERIODE PELAPORAN

DATA DUKUNG 1. Sertifikat profesi dan/atau sertifikat peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
2.Matrik rekap data pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya dan
ditandatangan oleh pimpinan satuan pendidikan KP

>
c/))BPPSDM aume BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kor
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Matrik Tenaga Pendidik Kelautan dan Perikanan
yang Tersertifikasi

KKP
2025

Nama Pendidik / Tenaga : : Program Kegiatan sertifikasi/ : -
No Kependidikan Unit Kerja StudilKeahlian Jabatan belatihan Link Sertifikat
Total
(e B AKHLAK)
e Ber
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KEMENTERIAN IKU ]3 KKP

KELAUTAN DAN

PERIKANAN Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan kelautan 2025
dan Perikanan

Definisi Formula Pengukuran

Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pendidikan KP merupakan ketentuan yang ditetapkan
baik oleh Kepala Pusat Pendidikan KP maupun oleh Kepala BPPSDM sebagai panduan dalam
pelaksanaan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan

Jumlah NSPK yang ditetapkan baik oleh Kepala Pusat Pendidikan
KP maupun oleh Kepala BPPSDM pada tahun 2025 atau NSPK yang
diusulkan pada tahun 2025 untuk ditetapkan oleh Kepala BPPSDM

SATUAN NSPK

TINGKAT VALIDITAS . outcome o R @& TS

SUMBER DATA Pusat Pendidikan KP

POLA PERHITUNGAN Akumulasi Rata-rata - Nilai Posisi Akhir

POLARISASI - Maximize Minimize Stabilize

PERIODE PELAPORAN Bulanan Triwulanan Semesteran - Tahunan
METODE CASCADING Direct ) ronirect

DATA DUKUNG 1.NSPK yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDM dan/atau yang diusulkan kepada kepala BPPSDM pada tahun 2025

2.Surat penyampaian rekap NSPK dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDM

/")) BPPSDM T ggrgl(l;n:&p!g
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KEMENTERIAN KKP

KELAUTAN DAN

PERIKANAN Matrik Dokumen NSPK 2025
No Dokumen NSPK Ditetapkan Dokumen NSPK Diusulkan
1
2
3

MENULV )
C)BREDM i BerAKHLAK



KEMENTERIAN IKU '|4 KKP

PERIKANAN : . , 2025
Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan
yang Terakreditasi
Definisi

- Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program
Studi dan satuan pendidikan Formula Pengukurqn
« Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan
kelayakan Program Studi.
« Akreditasi satuan pendidikan adalah kegiatan penilaian untuk menentukan o
. g satu cara berikut:
kelayakan satuan pendidikan. * Perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan
 Akreditasi pada Pendidikan KP merupakan dampak mutu pendidikan KP yang pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan
terstandard, sehingga nilai mutu lembaga pendidikan dapat menjadi cerminan Akreditasi Nasional
budaya mutu pada satuan pendidikan KP terselenggara dengan baik. * Penetapan peringkat akreditasi baik program studi maupun
« Tahapan proses Akreditasi meliputi: institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan
a.evaluasi data dan informasi terkait mutu penyelenggaraan satuan
pendidikan atau Program Studli;
b. penetapan peringkat Akreditasi berdasarkan hasil evaluasi; dan
C. pemantauan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi.

Satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau
mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran melalui salah

>
©/5) BPPSDM i BerAKHLAK

Pel A
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SATUAN
TINGKAT VALIDITAS
SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN
POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

©/5) BPPSDM

HELAUTAN DAN PERIHANAN

Lembaga

Outcome

Satuan Pendidikan KP

Akumulasi

- Maximize

Bulanan

Surat Penyampaian dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDM KP yang melampirkan:

Output Tingkat
Kendali Rendah

Rata-rata

Minimize

Triwulanan

Non Direct

1. Nilai Bulan mutu tahun penilaian tahun 2025; dan/atau
2.Peringkat akreditasi institusi/program studi berdasarkan hasil penilaian BAN-PT

Output Tingkat
Kendali Tinggi

- Nilai Posisi Akhir

Stabilize

Semesteran

KKP
2025

- Tahunan

)4
(e BerAKHLAK

’NDONES" Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
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KEMENTERIAN

PERIKANAN IKU 15

KKP
2025

Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terkelola

Definisi

« Lembaga pendidikan kelautan dan perikanan merupakan satuan pendidikan
dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 11 satuan
pendidikan tinggi dan 5 satuan pendidikan menengah yaitu Politeknik AUP,
Politeknik KP Sidoarjo, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP
Karawang, Politeknik KP Bone, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Dumai, Politeknik
KP Pangandaran, Politeknik KP Jembrana, Akademi Komunitas KP Wakatobi,
SUPM Ladong, SUPM Pariaman, SUPM Kotaagung, SUPM Tegal, dan SUPM
Waeheru.

Pengelolaan lembaga pendidikan ditujukan agar adanya keseragaman
penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan. Dalam rangka tersebut
maka Pusat Pendidikan KP melaksanakan kegiatan secara terpusat untuk 16
satuan pendidikan. Kegiatan tersebut yaitu penerimaan peserta didik baruy,
pengadaan kartu taruna, pembinaan peserta didik, wisuda pendidikan
menengah, wisuda pendidikan tinggi, biaya anak pelaku utama, voga festival,
penyelenggaraan sertfikasi, MBKM terpusat, pengendalion sarana prasarand
satuan pendidikan, transformasi kelembagaan, pengelolaan ketenagaan, dan
pelayanan publik.

Formula Pengukuran

Pengelolaan kegiatan 16 satuan pendidikan KP melalui kegiatan
terpusat yaitu:
* penerimaan peserta didik baru,
pengadaan kartu tarunag,
pembinaan peserta didik,

wisuda pendidikan menengah,

wisuda pendidikan tinggi,

biaya anak pelaku utama,

voga festival,

penyelenggaraan sertfikasi,

MBKM terpusat,

pengelolaan sarana prasarana satuan pendidikan,
transformasi kelembagaan,

pengelolaan ketenagaan

)4
e mme BerAKHLAK

B i Akt bel Ki
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SATUAN
TINGKAT VALIDITAS
SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN
POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

©/5) BPPSDM

HELAUTAN DAN PERIHANAN

Lembaga

Outcome

Pusat Pendidikan KP

Akumulasi

- Maximize

Bulanan

Direct

Output Tingkat

Output Tingkat
Kendali Rendah

Kendali Tinggi

Rata-rata - Nilai Posisi Akhir
Minimize Stabilize

Triwulanan Semesteran

- Non Direct

Laporan pengelolaan 16 satuan pendidikan KP melalui kegiatan terpusat

KKP
2025

- Tahunan

>
e BerAKHLAK

’NDONES"A Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Definisi

« Merupakan indikator yang menunjukkan paket pengadaan peralatan/mesin/meubelait/sarana
teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan KP

- Paket pengadaan dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaan yaitu rupiah murni, PNBP, BLU,
SBSN dan hasil optimalisasi sisa kegiatan melalui proses revisi POK/DIPA yang masing-masing

dihitung 1 paket
SATUAN
TINGKAT VALIDITAS
SUMBER DATA
POLA PERHITUNGAN

POLARISASI
PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

IKU 16

KKP
Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan

20 ISETOGETHER

Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang

Ditingkatkan Kapasitasnya

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah pengadaan peralatan dan mesin serta sarana
teknologi informasi dan komunikasi di satuan pendidikan KP

Paket

Output Tingkat

Output Tingkat
Kendali Rendah

Outcome Kendali Tinggi

Satuan Pendidikan KP

- Nilai Posisi Akhir

Akumulasi Rata-rata
- Maximize Minimize Stabilize

Bulanan Triwulanan Semesteran - Tahunan
- Direct Non Direct

Surat Penyampaian dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDM KP yang melampirkan :
1. Rekapan realisasi pengadaan peralatan dan mesin serta sarana teknologi informasi dan komunikasi yang
telah dilaksanakan dan ditandatangani oleh pimpinan satuan pendidikan KP
2.Laporan pengadaan >
e BerAKHLAK
ientas al mpeten
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN

KKP
2025

PERIKANAN Matrik Pengadaan Peralatan dan Mesin Serta Sarana
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Sumber Dana :
No Kegiatan Pengadaan (RM/PNBP/BLUISB PagleI: |§AKL Nomor Kontrak | Nama Penyedia | Realisasi Pagu (Rp) Nozv?lirt:rg?-” L'E\'fv:ts;‘ss}-l
SN/Optimalisasi) P
, >



KEMENTERIAN IKU ]7 KKP

KELAUTAN DAN

PERIKANAN Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan 2025
dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya

[ ] [ J o
Definisi
« Merupakan indikator yang menunjukkan paket pengadaan gedung dan bangunan yang Formulq Pengukurqn
dilaksanakan oleh satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi
« Paket pengadaan dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaan yaitu rupiah murni, PNBP, BLU, Akumulasi jumlah pengadaan gedung dan bangunan di satuan
SBSN dan hasil optimalisasi sisa kegiatan melalui proses revisi POK/DIPA yang masing-masing pendidikan KP
dihitung 1 paket
SATUAN Paket
- Output Tingkat Output Tingkat
TINGKAT VALIDITAS outcome concaiironcan (@I corner oS
SUMBER DATA Satuan Pendidikan KP
POLA PERHITUNGAN Akumulasi Rata-rata - Nilai Posisi Akhir
POLARISASI - Maximize Minimize Stabilize
PERIODE PELAPORAN Bulanan Triwulanan Semesteran - Tahunan
METODE CASCADING (@) oirect Non Direct
DATA DUKUNG Surat Penyampaian dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDM KP yang melampirkan :

1. Rekapan realisasi pengadaan gedung dan bangunan yang telah dilaksanakan dan ditandatangani oleh
pimpinan satuan pendidikan KP
2.Laporan pengadaan

c/5) BPPSDM i BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
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KEMENTERIAN

KKP

KELAUTAN DAN
PERIKANAN Matrik Pengadaan gedung dan bangunan 225
Sumber Dana
No Kegiatan Pengadaan (RM/IPNBP/BLUISBS PagtzFI;{ l;AKL Nomor Kontrak | Nama Penyedia | Realisasi Pagu (Rp) Nomor BAST Link BAST
N/Optimalisasi) P
(sme B rAKHLAK)
3
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KEMENTERIAN KKP
PERIANAN IKU 18 2025

Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa

(] (] (]
Definisi
« Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah ASN KKP yang diberikan beasiswa tugas belajar Formulq Pengukurqn
untuk jenjang Pendidikan D4, S2, dan S3 pada tahun 2025
« Jumlah ASN KKP yang diberikan beasiswa berdasarkan jumlah ASN yang ditetapkan Kepala BPPSDM Akumulasi jumlah ASN KKP yang diberikan beasiswa tugas belajar
sebagai penerima besiswa tugas belajar sampai dengan tahun 2025
SATUAN Orang
_ Output Tingkat Output Tingkat
TINGKAT VALIDITAS Outcome @) «endaiirendah (endali Tinggi
SUMBER DATA Pusat Pendidikan KP
POLA PERHITUNGAN Akumulasi Rata-rata - Nilai Posisi Akhir
POLARISASI - Maximize Minimize Stabilize
PERIODE PELAPORAN Bulanan Triwulanan - Semesteran Tahunan
METODE CASCADING Direct ) ronirect
DATA DUKUNG Surat Penyampaian dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDM KP dengan melampirkan :

1. SK Kepala BPPSDM tentang penerima beasiswa tugas belajar
2.Rekapan data penerima beasiswa tugas belajar pada tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat
Pendidikan KP

/")) BPPSDM T perAKHLAK

erories ki bel Kompeten
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KEMENTERIAN KKP
KELAUTAN DAN
PERIKANAN 2025

Matrik Penerima Beasiswa Tugas Belajar

No Unit Kerja Eselonn I/INama Penerima Kualifikasi Pendidikan
Beasiswa Jumlah
D4 S2 S3
Jumlah
>
MENY

e BerAKHLAK
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KEMENTERIAN KKP
PERIKANAN IKU ]9 . . . 2025
Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar
Definisi
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah ASN KKP yang diberikan rekomendasi izin belajar untuk Formula PengLIku ran

jenjang Pendidikan D3, D4, S1, S2, dan S3 berdasarkan rencana kebutuhan izin belajar tahun 2025 dan

atau sisa tahun 2024

SATUAN

TINGKAT VALIDITAS
SUMBER DATA
POLA PERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

Akumulasi jumlah ASN KKP yang diberikan rekomendasi izin belajar
berdasarkan rencana kebutuhan izin belajar pada tahun 2025 dan
atau sisa tahun 2024

Orang
Outcome @D cirocan output gkt
Pusat Pendidikan KP
Akumulasi Rata-rata - Nilai Posisi Akhir

- Maximize Minimize Stabilize
Bulanan Triwulanan Semesteran - Tahunan

Direct - Non Direct

Surat Penyampaian dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDM KP dengan melampirkan :
1. Surat/hasil verifikasi rekomendasi izin belajar berdasarkan rencana kebutuhan 2025 dan atau sisa tahun 2024
2.Rekapan data rekomendasi izin belajar yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan KP

>
i isme BerAKHLAK

’NDONES"A Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
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KEMENTERIAN KKP
KELAUTAN DAN
PERIKANAN 20

Matrik Rekomendasi izin Belajar

No Unit Kerja Eselonn I/Nama pegawai Kualifikasi Pendidikan
izin belajar Jumlah
D3 D4 S1 S2 S3
Jumlah
[nsme B AKHLAK)
e Ber
< O Bpﬁﬁpmsﬂom %?VNWEEA Pt oyt e K



KEMENTERIAN 2 KKP
IKU 20 2025

KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Aparatur KKP yang Diberikan Rekomendasi Tugas Belajar
Dalam Negeri dan Luar Negeri

Definisi

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi tugas belajar bagi aparatur KKP baik tugas FOrmUIq PenQUku ran

belajar dalam negeri maupun luar negeri, tugas belajar baru maupun tugas belajar perpanjangan pada

tahun 2025 Akumulasi rekomendasi tugas belajar pada
tahun 2025

SATUAN Orang

Output Tingkat

TINGKAT VALIDITAS ' Outcome Kendali Rendah Output Tingkat

Kendali Tinggi

SUMBER DATA Pusat Pendidikan KP

POLA PERHITUNCAN Akumulasi Rata-rata - Nilai Posisi Akhir

POLARISASI - Maximize Minimize Stabilize

PERIODE PELAPORAN Bulanan Triwulanan Semesteran - Tahunan
METODE CASCADING Direct - Non Direct

DATA DUKUNG Surat Penyampaian dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDM KP dengan melampirkan :

1. Surat/hasil verifikasi rekomendasi tugas belajar
2.Rekapan data rekomendasi tugas belajar yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan KP

>
c/)) BPPSDM pifbme BerAKHLAK
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KEMENTERIAN KKP

KELAUTAN DAN ] ] ] > D
PERIKANAN Matrik Rekomendasi Tugas Belajar —
No Unit Kerja Eselonn I/Nama pegawai izin Kualifikasi Pendidikan
belajar Jumlah
D4 S2 S3
Jumlah
MENULV )
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KELAUTAN DAN IKU 21 55(?2
PREATAT Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM di
lingkup Satuan Pendidikan KP

Definisi

- WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu
unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan Formula Pengukurqn
memperoleh hasil penilaian indikator proses minimal 75 pada
Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa « Tim pembina/pendamping BPPSDM yang terdiri dari
Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya unsur Sekretariat, dan Pusat Pendidikan KP, melakukan

- Nilai diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Nasional dari pembinaan/pendampingan kepada satker yang
Kementerian PAN dan RB sampai dengan tahun 2020 el se2sepel @elte AL UTHIES Ui < [PEe el

dokumen dalam memenuhi delapan indikator hasil
dan dua puluh indikator proses.

, . . . Tim pembina/pendamping BPPSDM, melakukan
internal KKP dapat melakukan penilaian terhadap unit kerja yang penilaian mandiri berdasarkan dokumen yang

tidak dinilai TPN sesuai dengan pedoman yang ada dan mengacu tersedia, mengacu pedoman dari Kementerian PAN
pada pedoman dari Kementerian PAN dan RB dan RB, yaitu memenuhi syarat indikator hasil WBK

- Apabila Tim Penilai Nasional (TPN) tidak melakukan penilaian
terhadap seluruh unit kerja yang diusulkan KKP, maka tim penilai

)4
/) 8PPSDM i BerAKHLAK
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SATUAN
TINGKAT VALIDITAS
SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN
POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

©/5) BPPSDM

HELAUTAN DAN PERIHANAN

KKP
2025

Unit Kerja

Output Tingkat Output Tingkat

Outcome _ IR
Kendali Rendah Kendali Tinggi

Satuan Pendidikan KP

Akumulasi Rata-rata

- Nilai Posisi Akhir
- Maximize Minimize Stabilize

Bulanan Triwulanan Semesteran

- Direct Non Direct

Capaian jumlah unit kerja yang telah didampingi untuk diusulkan menuju WBK dibuktikan dengan:
1. Hasil penilaian mandiri oleh Tim pendamping BPPSDM;
2.List daftar dokumen dan scan dokumen pemenuhan delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses, yang disiapkan satker
yang diusulkan menuju WBK

- Tahunan

a(mﬁ?ﬁ!wfrmfrf BerAKH LAK

Ber l i Pela: Ak t b \k eten
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KEMENTERIAN |KU 22 KKP

KELAUTAN DAN 20£
PERIKANAN ° ° ST
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pendidikan KP
Definisi
Formula Pengukuran
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi hasil
pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. L. . o
Triwulan 1l Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status Jumlah rekomendasi Itjen yang t.e’ah tuntas ditindaklanjuti x 100%
tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Pusat Pendidikan KP. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Iltjen
SATUAN %
: Output Tingkat Output Tingkat

TINGKAT VALIDITAS Outcome @) <rairendan PR AL
SUMBER DATA Inspektorat Jenderal KP, Sekretariat BPPSDM KP
POLA PERHITUNGAN Akumulasi Rata-rata - Nilai Posisi Akhir
POLARISASI - Maximize Minimize Stabilize
PERIODE PELAPORAN Bulanan - Triwulanan Semesteran Tahunan
METODE CASCADING Direct ) nonpirect
DATA DUKUNG 1. Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP : Hasil Pengawasan dari Itjen yang sudah di Tindaklanjuti secara

tuntas (status tindaklanjut adalah TUNTAS).
2.Surat dari Sekretaris BPPSDM yang menindaklajuti Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP

>
MENUV
/%) 8PPSDM ol BerAKHLAK
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN KKP

PERIKANAN IKU 23 2025
Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP

(] (] (]
Definisi
Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun FormUIq PengUkU ran
2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi
atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja

(15%), dan evaluasi kinerja (25%). Penilaian Mandiri SAKIP Unit kerja merupakan ukuran perkembangan
implementasi SAKIP yang ada di Unit kerja

Penilaian Mandiri SAKIP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil
penilaian mandiri Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. Kategori nilai
Penilaian Mandiri SAKIP yaitu:

SATUAN Nilai
_ _ Kategori Nilai Predikat
TINGKAT VAI_IDITAS . Outcome OUtpUt,ngkqt OUtpUt ngkat AA >90-100 Sangat Memuaskan
Kendali Rendah Kendali Tinggi ,
A >80-90 Memuaskan
SUMBER DATA sekretariat BPPSDM KP BB >70-80  Sangat Baik
B >60-70  Baik
POLA PERHITUNGAN AkumUIOSi Rata-rata - Nilqi Posisi Akhir CC >50-60 Cukup
C >30-50 Kurang
POLARISASI - Maximize Minimize Stabilize D 0-30  Sangat Kurang
PERIODE PELAPORAN Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
METODE CASCADING Direct - Non Direct
DATA DUKUNG Surat Resmi Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat ke BPPSDM, Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen,
Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim BPPSDM
BPPSOM e BerAKHLAK
|
< O T o e ﬁ?%pomm P oy Rt K
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KELAUTAN DAN
PERIKANAN

IKU 24

KKP
2025

Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP

Definisi

+ Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta
derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-
tugasnya.

* Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas
ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan
pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun
2018).

+ Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN
KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu
pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan
Peloksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang

Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22
Mei 2023

©/5) BPPSDM

HELAUTAN DAN PERIKANAN

Formula Pengukuran

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi
(a)Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai,
meliputi:

Dimensi vjang Pendidixan yang diperoleh PNS (Bobot)
Jabatan

T
|

Kuafiasi | Jabatan SV o
Pimpinan Tinggl
Jabatan SV DIV
Administrator
Jabatan om
Pengawas
Jabatan DIVDVSLTA
Pelaksana Sederajat

Jabatan DIVDVSLTA/
Fungsional Sederajat
(Keterampdan)

23 20 15 10 5

23 20 15 10 5

23 21 20 15 10

23 2 21 20 15

L I

23 = 21 20 15

om

B

23 21 2 15 10
23 2 15 10 5
1] 10 S 1

Jabatan SV DIV
Fungsional
(Keahkan) S2

b

b
3

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah
dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat
20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara
sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut :

Jabatan
K amporen Suribctiar sl Furngzional Pelakzamns

Diklat Kep impinamn

Parmah ut Diklat Kepemimpirian pada levelrna 15

Tidak Pernah lkut Dikla: Kepemimpinan pada levelnusg [n]

Diklar Fungsional

Pernah kot Diklst Fungsionsl 15

Tidask Permab kot Diklst Funagsionsl [1]

Diklat Teknis 20 JP

Tarpenuhi Z0.JF L= = Z22.5

dibuteng dibvituing dibvitieng
Tidak Teipenubi 20 JP proporsionsl proporzion.al proporsional

Seminar

Parmah ikut seminar 10 10 17.5
tidak permah ilut seminar o L] ]
Total nilad kempetensi mialcsimal 40 maksimal 40 maksimal 40 )
(vse BerAKHLAK
T E
penghitungen diklat tekniz 20 [P = ﬁx 15 O(EAN ‘NsTn—lfr er

F ’NDONEY’A Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
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PERIKANAN

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN

Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI PREDIKAT KINERJA BOBOT
MAKSIMAL PEROLEHAN
Kinerja Sangat Baik 30
Baik 10 25
Butuh Perbaikan 20
Kurang/Misconduct 15
Sangat Kurang 10

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami
selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b.
Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai

berikut:

m Nama Hukuman Disiplin %

Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin

R Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat
Ringan

S Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat
Sedang

B Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat
Berat

©/5) BPPSDM

HELAUTAN DAN PERIHANAN
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KKP
2025

+ Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa

sumber yang tervalidasi meliputi:
a. Kualifikasi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN.
b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN dengan
ketentuan
c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi e-kinerja BKN;
d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN

- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki

bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat
puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin
memiliki bobot 5 % (lima persen).

* Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesonalitas ASN dilakukan

perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

IPASN=Nilai Kualifikasi+Nilai Kompetensi+Nilai Kinerja+Nilai Disiplin

IPLev 2=Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2

IPLev 1=IPASN Pejabat Lev 1+ Rerata Nilai IPLev 2

http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-

1-100 sangat Frofesional/sangat tinggl asn/2024 dan nota dinas Biro SDM
81-90 Cenderung profesional /tinggi Aparatur dan Organisasi.
71-80 Rentan tidak profesional/sedang
61-70 Cenderung tidak profesional /
<60 Sangat tidak profesional /sangat rendah

oAt T BerAKHLAK
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SATUAN
TINGKAT VALIDITAS
SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN
POLARISASI
PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

©/5) BPPSDM

HELAUTAN DAN PERIHANAN

Nilai

Outcome Output Tingkat
Kendali Rendah

ropeg.kkp.go.id , Sekretariat BPPSDM KP

Akumulasi Rata-rata -
- Maximize Minimize
Bulanan Triwulanan -

Direct - Non Direct

Surat dari Sekretariat BPPSDM KP terkait Hasil Pengukuran IP ASN Tahun 2025

Output Tingkat
Kendali Tinggi

Nilai Posisi Akhir

Stabilize

Semesteran

KKP
2025

Tahunan

>
o(mﬁ?’ﬁ?rrﬁgrf BerAKHLAK
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KEMENTERIAN IKU 25 KKP
PERIKANAN 2025

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang
diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP

Definisi

« Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam
meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang
diloksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP,
pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang
akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang
diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan

Formula Pengukuran

Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa

PBJ di KKP. Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu

- Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari
diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut
dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator

(satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi Ini.
belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai
Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

>
/7)) BPPSDM iime BerAKHLAK
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KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SATUAN
TINGKAT VALIDITAS
SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN
POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

©/5) BPPSDM
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%

Outcome

Sekretariat BPPSDM KP

Akumulasi

- Maximize

Bulanan

Direct

Output Tingkat
Kendali Rendah

Rata-rata

Minimize

Triwulanan

Non Direct

KKP

Output Tingkat

Kendali Tinggi
- Nilai Posisi Akhir

Stabilize

Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP

MENUV

>
oA ISTIVTE BerAKHLAK
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KELAUTAN DAN
PERIKANAN 2025

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pendidikan KP

Definisi

Formula Pengukuran

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat
kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengemlbangan Sumber

Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur
berikut :

Formula
1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)
b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2.Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan Il tahun
2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3.Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan
kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan
Triwulan Ill Tahun 2025 (bobot 25%);
4.Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah
Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5.Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
6.Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

Pusat Pendidikan KP telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

. >
©/)Bersom <o BerAKHLAK
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KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SATUAN
TINGKAT VALIDITAS
SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN
POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

©/5) BPPSDM
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KKP
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%

Output Tingkat Output Tingkat

Outcome _ IR
Kendali Rendah Kendali Tinggi

Sekretariat BPPSDM KP

Akumulasi Rata-rata Nilai Posisi Akhir

- Maximize Minimize Stabilize
Bulanan Triwulanan Semesteran - Tahunan
Direct - Non Direct

Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP

>
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

IKU 27
Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja

KKP
2025

lingkup Pusat Pendidikan KP

Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/202], inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis
pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi
yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan
kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan
pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil

dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.
Persyaratan Inovasi

Memenuhi seluruh kriteria Inovasi;

Memenuhi semangat tema KIPP yang ditentukan oleh Kemen PANRB;

Relevan dengan salah satu kategori KIPP;

diajukan secara daring dalam bentuk Proposal lengkap melalui SINOVIK, disertai dokumen
pendukung yang relevan (setelah dinyatakan lolos seleksi internal oleh Tim Penilai Internal KKP);
Menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan
kepantasan;

Relevan dengan salah satu kelompok Inovasi; dan

Telah diimplementasikan paling singkat 2 (dua) tahun bagi Kelompok Umum dan Kelompok
Khusus serta 1 (satu) tahun bagi Kelompok Replikasi. Usia implementasi dihitung mundur dari
waktu penutupan pendaftaran KIPP sampai dengan waktu dimulainya implementasi Inovasi,
dengan melampirkan bukti valid yang menunjukkan informasi tersebut.

KRITERIA INOVASI Memiliki Kebaruan, Efektif, Bermanfaat, Dapat Ditronsfer/DirepIikosi dan
Berkelanjutan

KELOMPOK INOVASI : Kelompok Umum, Kelompok Khusus

75) BPPSDM

HELAUTAN DAN PERIKANAN

Formula Pengukuran

Aspek Penilaian Kelompok Umum:
1. Ringkasan (5%)
2.Ide Inovatif (20%)
3.Signifikansi (25%)
4.Kontribusi terhadap Capaian TPB (5%)
5.Adaptabilitas (20%)
6.Keberlanjutan (20%)
7.Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%)

Aspek Penilaian Kelompok Khusus :
1. Pembaruan/Peningkatan  Inovasi
(25%)
2.Adaptabilitas (20%)
3.Penguatan Keberlanjutan (25%)
4.Evaluasi (30%)

Formula:

Persentase capaian=(N1+N2+N...)[(Total N) x 100%

Ket:

N1 = Nilai Proposal 1

N2 = Nilai Proposal 2

Total N = Jumlah Proposal yang diajukan

Persentase capaian = capaian hasil

* ) Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 sebagai juklak KIPP di Tahun
2022

Ukuran:
Penyampaian usulan proposal Pelayanan Publik Inovatif dari satuan Pendidikan KP kepada
BPPSDM

oAt T BerAKHLAK
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SATUAN
TINGKAT VALIDITAS
SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN
POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG
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Proposal

Outcome

Satuan Pendidikan KP

Akumulasi

- Maximize

Bulanan

Direct

Output Tingkat
Kendali Rendah

Rata-rata
Minimize

Triwulanan

- Non Direct

Output Tingkat
Kendali Tinggi

Nilai Posisi Akhir

Stabilize

Semesteran

Surat Usulan Proposal Pelayanan Publik Inovatif dari Satuan Pendidikan KP kepada BPPSDM

KKP
2025

- Tahunan

)4
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KELAUTAN DA IKU 28 KKP

) ) ® 20
TR Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan
Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP
Definisi
Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, FormUIq PenQUkurqn

layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler,
layanan data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan
layanan perkantoran.

A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan
B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan
C= Persentase capaian

SATUAN %

Output Tingkat

TINGKAT VALIDITAS . Outcome Output Tingkat Tingka
Kendali Tinggi

Kendali Rendah

SUMBER DATA Pusat Pendidikan KP

Nilai Posisi Akhir

POLA PERHITUNGAN Akumulasi Rata-rata -

POLARISASI - Maximize Minimize Stabilize
PERIODE PELAPORAN Bulanan - Triwulanan Semesteran Tahunan
METODE CASCADING Direct - Non Direct
BPPSDM e BerAKHLAK
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DATA DUKUNG Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi
yang ditandatangani Kepala Pusat Pendidikan KP, diantaranya:
1. Laporan Kepegawaian Triwulan
2.Laporan Presensi Pegawai Triwulan
3.Laporan Humas dan Publikasi Sosial Media Triwulan
4.Laporan Pengelolaan Persuratan Triwulan
5.Laporan Pengelolaan Kearsipan Triwulan
6.Laporan Tahunan Pusat Pendidikan KP
7.Laporan Layanan Data dan Informasi Triwulan
8.Laporan Tahunan Layanan Umum dan Perkantoran
9.Laporan Keuangan Triwulan
10.Laporan SPIP Triwulan
1.Laporan PIPK
12.Refleksi 2025 dan Outlook 2026

>
/")) BPPSDM i BerAKHLAK
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Matrik Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis
Lingkup Pusat Pendidikan KP

KKP
2025

No Target Dokumen Tahun 2025

Target Dokumen Triwulan |

Target Dokumen Triwulan I

Target Dokumen Triwulan Il

Target Dokumen Triwulan IV

Target Tahunan :100% |/ 36 dokumen

Target: 22% [ 8 dokumen

Target : 44% [ 16 dokumen

Target : 66% [ 24 dokumen

Target :100% [ 36 Dokumen

| Laporan Kepegawaian Triwulanan

Laporan Kepegawaian Triwulan |

Laporan Kepegawaian Triwulan | — I

Laporan Kepegawaian Triwulan

Laporan Kepegawaian

| — 1l Triwulan | — IV
9 Laporan Presensi Pegawai Laporan Presensi Pegawai Triwulan | Laporan Presensi Pegawai Triwulan | — Laporan Presensi Pegawai Laporan Presensi Pegawai
Triwulanan Il Triwulan | — 11| Triwulan | — IV

Laporan Humas dan Publikasi Sosial
3 [Media Triwulanan

Laporan Humas dan Publikasi Sosial
Media Triwulan |

Laporan Humas dan Publikasi Sosial
Media Triwulan | — I

Laporan Humas dan Publikasi

Sosial Media Triwulan | = [l

Laporan Humas dan
Publikasi Sosial Media

Triwulan | — IV
4 Laporan Pengelolaan Persuratan Laporan Pengelolaan Persuratan Laporan Pengelolaan Persuratan Laporan Pengelolaan Laporan Pengelolaan
Triwulanan Triwulan | Triwulan | — 1l Persuratan Triwulan | — Il Persuratan Triwulan | — IV
5 Laporan Pengelolaan Kearsipan Laporan Pengelolaan Kearsipan Laporan Pengelolaan Kearsipan Laporan Pengelolaan Laporan Pengelolaan
Triwulanan Triwulan | Triwulan | — 1l Kearsipan Triwulan | — Il Kearsipan Triwulan | — IV

Laporan Layanan Data dan
6 |[Informasi Triwulanan

Laporan Layanan Data dan
Informasi Triwulan |

Laporan Layanan Data dan Informasi
Triwulan | — 1

Laporan Layanan Data dan
Informasi Triwulan | = Il

Laporan Layanan Data
dan Informasi Triwulan | —
[V

Laporan Keuangan Triwulanan

Laporan Keuangan Triwulan |

Laporan Keuangan Triwulan | - 1I

Laporan Keuangan Triwulan | -

Laporan Keuangan
Triwulan | - IV

8 |Laporan SPIP Triwulanan

Laporan SPIP Triwulan |

Laporan SPIP Triwulan | - 1

Laporan SPIP Triwulan | - 11l

Laporan SPIP Triwulan | - 1V

g [Laporan PIPK

Laporan PIPK

Laporan Tahunan Pusat Pendidikan

Laporan Tahunan Pusat

10 KP Pendidikan KP

. Laporan Tahunan Layanan Umum Laporan Tahunan Layanan
dan Perkantoran Umum dan Perkantoran

12 Refleksi 2025 dan Outlook 2026 Refleksi 2025 dan Outlook

2026

BPPSDM
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KODE IK IKMANDATORY

SASARAN TERPENUHINYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON | DAN SATKER

1 |Nama Indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Lingkup Pendidikan KP (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas
kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA > 95; (b) Baik, apabila 89 < nilai IKPA > 95; (¢ ) Cukup, apabila 70 < nilai IKPA < 89; atau

(d) Kurang, apabila nilai IKPA >70

2 |Definisi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
« Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki
seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
+ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak
terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

2. Devisiasi RDP (Halaman 11l DIPA) — Bobot Penilaian 10%

+ Indikator Deviasi Halaman Il DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian
antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis
belanja setiap bulan

+ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai
dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir
pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari

« Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian
indikator deviasi halaman Il DIPA Semakin baik

Nilai IKPA =

3 |Formula Perhitungan| - Revisi DIPA — Bobot Penilaian 10%

o Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA
dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam
satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (
tidak kumulatif)

o Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan
pemerintah dikecualikan dalam perhitungan

o Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator
revisi DIPA semakin baik

Belanja Pegawai : DevDIPA BPeg =
Belanja Barang : DevDIPA Bbar =
Belanja Modal :

Seluruh Jenis Belanja :

IKPA Rev =
inemre B AKHLAK)
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KODE IK IKMANDATORY
SASARAN TERPENUHINYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON | DAN SATKER
3. Penyerapan Anggaran— Bobot Penilaian 20% 4. Belanja Kontraktual — Bobot Penilaian 10%
o Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja o Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja
penyerapan anggaran pada setiap triwulan (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3)
o Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada o Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data
setiap triwulan kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu
o Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
o Target Penyerapan masing-masing belanja o Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatangan kontrak
: sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan
Target Triwulan I
Jenis Belanja mendapat nilai 100
Twl | Twil | Twlll | TwlV o Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak
Bel Pegawai 20% 50% 75% 95% belanja modal dengan pagu Rp50 — 200 juta. Triwulan | mendapat poin 100, triwulan
Bel Barang 159% 50% 70% 90% Il 90, triwulan Il 80, triwulan 1V 70.
Bel Modal 10% 40% 70% 90% .
KPA BK = (NK -Kw *40%)+(NK Dini *30%)+(NK BM *30%)

Target Triwulan dihitung dengan

TAn=TPBPeg+TPBBar+TPBMod 5. Penyelesaian Tagihan — Bobot Penilaian 10%

o Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM
Target per Jenis Belanja dihitung dengan LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh
TPBelPegn=Pagu BPeg x Target BPeg Tw ke -n SPM LS kontakrual non belanja pegawai
TPBelBarn=Pagu BBar x Target BBar Tw ke -n o 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara
TPBelModn=Pagu BMod x Target BMod Tw ke -n Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS

kontaktual

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan o Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator
NKPANn= (PAN)/(TPn) x 100 penyelesaian tagihan semakin baik

RKPT=(SPM LS TW)/(SPM LS)x 100

>
©/5) BPPSDM cifime BerAKHLAK
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KODE IK
SASARAN

IKMANDATORY

TERPENUHINYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I DAN SATKER

6. Pengelolaan UP dan TUP - Bobot Penilaian 10%

* Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya
dari Rupiah Murni

* Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1)
Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen
Setoran TUP (25%)

« Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan
TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

¥ KWUP
nGUP + nPTUP

NK —UPKW =

Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan
terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
%GUP disebulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/At GUP

‘=i PGUP
nGUP

NK — PGUF =

Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikekola
Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

Setoran TUP

NEKSetor = 100 — 7

x 100

Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

IKPAUPTUP = (NK — UPKW * 50%) + (NK — PGUP * 25%) + (NKSetor * 25%)

7. Dispensasi SPM - Bobot Penilaian 5%

Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi
keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang
disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,

Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM
sebagaimana berikut:

Kategori Dispensasi SPM yang terbit

Nilai Nilai (Permil)*
Kategori 1 100 0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2 95 0,01-0,099
Kategori 3 92 0,1-0,99
Kategori 4 85 1-4,99
Kategori 5 82 >=5,00
o Rasio Dispensasi (permil) RDSPM = = p;«’.f:nr,: A L

8. Capaian Output — Bobot Penilaian 25%
- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1)
Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
+ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan
waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

Y ROKW

' —
Lil=

NE RORKW =

i
+ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO
terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan | sampai dengan triwulan lli
berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan
target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
* RO yang dihi:c_ung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

Sllr]_F'.r _ ER{:" = :- Tiurged A «

.\,.I r

+ Nilai Indikator Capaian Output
IKPA — CRO = (NK — RORW x 30%) + (NKECRO x 70%)

BPPSDM
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KODE IK IK MANDATORY
SASARAN TERPENUHINYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON | DAN SATKER
4 Satuan Nilai
5 Tingkat Validitas IK () Output kendali tinggi (x) output kendali rendah () Outcome
6 Sumber Data Biro Keuangan
7 Pola Perhitungan () Akumulasi () Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir
8 Metode Cascading () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit () Komponan Pmbentuk (X) Buat Baru
9 Polarisasi (X) Maximize () Minimize (Stabilize
10 Periode Pelaporan () Bulanan () Triwulan (X) semesteran () Tahunan
11 Bukti Dukung Nota Dinas dari Biro Keuangan KKP

>
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KODE IK IKMANAJERIAL
SASARAN Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM
1 |Nama Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDM (nilai)
+ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalan nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk
Menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.
- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran
melalui aplikasi MONEV Kemeneu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta
Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektifitas dan Efisiensi yang
> | Definisi dihitung dengan menjumahkan hasil perkalian capaian setiap indicator dengan bobotpada masing-masing indikator.
- Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain :
« Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
* Baik, apabila NKPA > 80-90;
« Cukup, apabila NKPA >60-80;
« Kurang, apabila NKPA >50-60;
« Sangat Kurang, apabila NKPA < 50.
a. Efektivitas n RIKP, T
NKA Unit Eselon |, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator 1. Capaian Indikator Kinerja Program LIKP = ((Z,-= L TIKP, x H) x l[][]%)
Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing- Keterangan:
masing indicator. Adapun bobot setiap indicator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon | CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerion/Lembogo
sebagai berikut : RIKSSi : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis |
Variabsl Ursian Bobot TIKSSi : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis |
Mmq_mf — - _ n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis
3 |Formula Perhitungan Elekiivia 1'. EEP;'!EE ndikator | 30 2. Nilai Efektivitas Satker n RVRO. 1
5 (75) Kinerja Program Coteran . NEF Satker = ((Z L _} " ll]l]':'.-"u)
L . gan. =1 TVRO;, n
2.Nilai Bfektivitas | 45 Nef Satker : Nilai Efektivitas Satker
Satker RVROi : Realisasi Volume Roi
Efiziensi | 3. Nilai Efisiensi_ 25 TVROi : Target Volume Rii
(25] Satker n : Jumlah RO seluruh Satker
b. Efisiensi
NE Satker = (40% x Penggunaan SBK) + (60% x Efisiensi SBK)
(e B AKHLAK)
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KODE IK IKMANAJERIAL
SASARAN Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM

Formula Perhitungan NKPA Unit Eselon | adalah sebagai berikut :
NKA UEI = (CIHP X ]I'lll'II[IIE':Pj + [NEE'-.ul.kur - xﬁ'rNEfﬁutkur :] + [HEEulhur ~ Ii"""r["'lE:-;:.!tlv:.l:rj

Keterangan:

NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon |
Formula . . .
3 Perhitungan CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program

Nefsatker : Nilai Efektivitas Satker

Nesatker : Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEFsatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

4 |Satuan Nilai

5 |Tingkat Validitas IK  |() Output kendali tinggi (x) output kendali rendah () Outcome

6 |Sumber Data Nota Dinas Biro Keuangan (Aplikosi Monev Kemenkeu)

7 |Pola Perhitungan () Akumulasi () Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir

8 |Polarisasi (X) Maximize () Minimize (Stabilize

9 |Periode Pelaporan |( ) Bulanan () Triwulan () Semesteran (X) Tahunan

10 |Bukti Dukung Nota Dinas dari Biro Keuangan KKP

o >
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